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 Iris Marion Young. Inclusion and Democracy. Oxford University Press. 

Oxford. 2000. hlm 148. 
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 Jane Mansbridge. Quota Problems: Combating the Dangers of 
Essentialism. Critical Perspectives on Gender and Politics. Vol. 1 (4) 2005. 
11

 Salah satu teoritikus feminis yang kerap kali menjadi rujukan adalah 
Carol Gilligan, yang menyatakan bahwa suara perempuan memiliki logika 
berpikir yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Gilligan membalik 
Psikolog Lawrence Kohlberg mengenai “aktualisasi diri” dengan 
menyatakan bahwa skema Kohlberg luput dalam memandang bahwa 
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perempuan  dan laki-laki berada dalam posisi yang hierarkis karena 
perempuan “lebih sulit” untuk mencapai realisasinya. Sebaliknya, Gilligan 
menyatakan bahwa relasi tersebut bukanlah hierarkis, melainkan 
“berbeda”. Lihat dalam Carol Gilligan. In a Different Voice: Psychological 
Theory and Women’s Development. Harvard University Press. 2016. 
12

 Disini penulis berpendapat bahwa hukum tidak semata merupakan 
sarana kontrol melainkan juga memiliki peran sebagai sarana konstruksi 
sosial,  atau dalam konteks ini, konstruksi untuk mendorong terwujudnya 
partisipasi politik perempuan. 
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 Petra Meier & Emanuela Lombardo. Gender quotas, gender 
mainstreaming and gender relations in politics. Political Science 65 (10, 
2013. Hlm 49. 
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 Catharine A. Mackinnon. Difference and Dominance: On Sex 
Discrimination dalam Catharine Mackinnon. Feminism Unmodified, 
Discourses on Life and Law. Harvard University Press. Cambridge, 
Massachusetts, & London. 1987. Hlm 45 
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 Christine M. Koggel. A Feminist View of Equality and Its Implications for 
Affirmative action. Canadian Journal of Law and Jurisprudence Vol. Vii, No 
1, Januari 1994. Hlm 44. 
16

 Lihat dalam Ibid hlm 59. Koggel mengatakan: 
“It is in this sense that affirmative action is a subversive strategy 
for change. A respect for difference requires that we hear the 
voices of those whose differences continue to be obstacles to 
self-realization and development. A commitment to meaningful 
equality requires a sustained support of affirmative action as a 
way of truly including those whose differences continue to 
matter.“ 
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 Pippa Norris. Breaking the Barriers: Positive Discrimination Policies for 
Women. Dalam J. Klausen & C. Maier (eds). Has Liberalism Failed 
Women? Party, Quotas and Political Representation. Palgrave Macmillan 
US. 2001.  
18

 Mona Lena Krook, Joni Lovenduski, Judith Squires. Gender Quotas and 
Models of Political Citizenship. Paper at Midwest Political Science 
Association National Conference, Chicago, April 3-6 2008. Hlm 6 
19

 Mona Lena Krook. Candidate Gender Quotas: A Framework for Analysis. 
European Journal of Political Research, 46, 2007. Hlm 367. 
20

 Op cit Pippa Norris... 
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 United Nations & United Nations Human Rights Office of the High 
Commissioner. Women’s Rights are Human Rights. United Nations 
Publication. 2014. Hlm 4 
22

 Beijing Declaration and Platform for Action 1995 Paragraf 190 -194. 
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 Adisti Ikayanti & Andrew Thornley. Building Sustainable Partnership to 
Promote Women’s Political Representation in Southeast Asian Region. 
Kemitraan. Jakarta. 2012. Hlm 37-8. 
24

 Op cit United Nations & United Nations....  hlm 46 
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 Brude Dahlerup. Quotas – Jump to Equality? The Need for International 
Comparisons of the Use of Electoral Quotas to obtain Equal Political 
Citizenship for Women. Paper IDEA, dipresentasikan pada 25 September 
2002, Jakarta. Hlm. 2. 
26

 Brude Dahlerup & Lenita Freidenvall. Quotas as “Fast Track” to Equal 
Representation for Women, Why Scandinavia is no longer the model. 
Paper dipresentasikan pada IPSA Orld Congress, Afrika Selatan 29 Juni – 4 
Juli 2003 dan APSA meeting Philadelphia, 28-31 Agustus 2003. Hlm 18. 
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 Pada umumnya, parta-partai yang melakukan adopsi adalah yang 
berhaluan kiri seperti Norwegian Left Socialist Party, kemudian disusul 
oleh Labor Party, di Swedia, partai yang mengadopsi pertama adalah 
Green Party, juga Social Democratic Party. Di Denmark, partai pertama 
yang memperkenalkan kuota perempuan adalah Socialist People’s Party. 
Adopsi tersebut berlangsung pada rentang dekade 70-80an. Lihat dalam 
Ibid hlm 18-19. 
28

 Ibid hlm 19. 
29

 Ibid hlm 23 
30

 Tricia Gray. Electoral Gender Quotas: Lessons From Argentina and Chile. 
Bulletin of Latin American Research Vol. 22, No. 1. 2003. Hlm 57. 
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 Ibid hlm 59. 
32

 Pengaturan mengenai kuota ini mendapatkan dukungan dari Carlos 
Menem, presiden pada kala itu dan juga gerakan perempuan. Consejo 
Nacional de la Mujer (semacam konsil perempuan) dan Gabinete de 
Consejeras Presidenciales (kabinet perempuan penasihat presiden) yang 
aktif mengkampanyekan pengaturan kuota itu untuk pemilu 1993. Hanya 
saja terdapat beberapa kelemahan; (i) lemahnya posisi perempuan untuk 
mempermasalahkan partai yang tidak mematuhi pengaturan kuota, dan 
(ii) sifat antagonistik dari jaksa dan hakim mengenai penerapan kuota itu. 
Lihat dalam Ibid hlm 60. 
33

 Pasal 37 Konstitusi Argentina amandemen 1994: 
“The constitution guarantees full enjoyment of political rights, in 
accodance with the principle of popular sovereignty and with 
the laws dictated pursuant thereto. Suffrage is universal, equal, 
secret and mandatory 
True equality of opportunity between men and women in 
running for elected and party offices shall be guaranteed 
through affirmative actions in the regulation of political parties 
and in the electoral system.” 
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Ibid hlm 62. Keberhasilan tersebut disamping dikarenakan pengaturan 
regulasi yang kuat melalui amandemen konstitusi, juga karena 
penggunaan sistem daftar tertutup dan pemilu proporsional. 
35

 Susan Franceschet. Gendered Institutions and Women’s Substantive 
Representation: Female Legislators in Argentina and Chile, dalam Mona 
Lena Krook & Fiona McKay (eds). Gender, Politics and Institutions, 
Towards a Feminist Institutionalism. Palgrave Macmillan. New York. 2011. 
Hlm 68. 
36

Richard. E. Matland. The Norwegian Experience of Gender Quotas. 
Paper dipresentasikan pada IDEA/CEE Network for Gender Issues 
Conference. Budapest, Hungaria 22-23 Oktober 2004. Hlm. 4 
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 Adopsi ini juga dilakukan karena alasan politik. Socialist Party misalnya, 
memberlakukan sistem kuota untuk menarik perhatian perempuan 
pekerja dari Labour Party yang sebelumnya dikenal sebagai partai paling 
progresif untuk soal perempuan. Jadi penerapan kuota secara sukarela ini 
juga merupakan bagian dari strategi politik untuk mendapatkan suara 
sekaligus juga untuk melakukan “branding” atas partainya. Lihat dalam 
Ibid hlm 6. 
38

 Lihat Aagoth Storvik & Mari Teigen. Women on Board The Norwegian 
Experience. Friedrichebertstiftung, International Policy Analysis June 
2010. 
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 Kata “tertinggal” disini tidak sepenuhnya merujuk bahwa peran 
perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, melainkan mengacu pada 
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pandangan umum dimana laki-laki lebih dekat dengan heroisme 
dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh 
minimnya historiografi perempuan dalam penulisan sejarah Indonesia. 
Untuk hal tersebut lihat dalam Ruth Indah Rahayu. Konstruksi 
Historiografi Feminisme Indonesia dari Tututr Perempuan. Workshop 
Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan Alternatif. 
Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM & Australia Research Council. 
Yogyakarta, 2-4 Juli 2007. 
40

 Susan Blackburn. Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang. 
Yayasan Obor Indonesia & KITLV. Jakarta. 2007. 
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 Lihat dalam Ruth Indah Rahayu. Sarinah: Evolusi Gerakan Perempuan 
Yang Terpenggal. Peluncuran Buku Sarinah, Syahas Books & Institut Nalar 
Jatinangor, Bandung 23 Januari 2013.  
42

 Elizabeth Martyn. The Women’s Movement in Post-colonial Indonesia, 
Gender and Nation in a new Democracy. RoutledgeCurzon. London & 
New York. 2005. Hlm 112. 
43

 Ibid hlm 103. Fokus utama pada masa itu adalah mengenai bagaimana 
“perempuan menggunakan haknya” karena meskipun hak tersebut 
tercantum secara konstitusional namun jumlah perempuan yang masuk 
dalam wilayah publik masih terhitung sedikit. Pada tahun 1955 hakim 
pertemuan pertama, disertai dengan dua jaksa, serta terdapat pula 
walikota perempuan di Kalimantan Barat dan dekan perempuan pertama 
di Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, disamping juga 
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perempuan yang mulai aktif menekuni profesi dalam bidang hukum, 
dokter, wartawan, pengusaha, dan lain sebagainya. 
44

 Baik dalam bentuk afilasi langsung maupun tidak langsung, misalnya 
Wanita Demokrat Indonesia – PNI, Gerwani – PKI, Gerakan wanita 
Sosialis- PSI, Persatuan Wanita Murba – Partai Murba, dan lain 
sebagainya. Dalam Ibid hlm 109. 
45

Lihat lebih jauh dalam Saskia E. Wieringa. Penghancuran Gerakan 
Perempuan di Indonesia. Galang Press. Jogjakarta. 2010. 
46

 Op cit Ruth Indah Rahayu. Militerisme Orde Baru dan Ideologi 
Koncowingking... hlm 5. Lebih jauh lagi ia mengatakan: 

“Persisnya Militerisme Orde Baru mereproduksi teks, praktek 
dan makna militerisme negeri jajahan ala Jepang terhadap 
perempuan. Ideologi tersebut menciptakan sarana prakteknya 
berupa organisasi Dharma Wanita yang mirip Fujinkai dan 
mereproduksi teks tentang “Lima Tugas Wanita” dari serat 
Centhini kemudian memaknai sebagai Panca Dharma Wanita. 
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Dengan demikian, koncowingking terkukuhkan sebagai 
bangunan ideologi yang menjadi pasangan ksatria ambtenaar 
yang bersemangat bushido samurai.” 

47
 Pasal 31 ayat 1 UU 1/1974: 

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 
Pasal 31 ayat 2 UU 1/1974: 

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya, 
istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 



BAB II                         

24 
 

                                                           
48

 Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari 
Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk 
menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan 
UU Pemilu mulai diberlakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo 
dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke 
parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, 
setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik 
Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, 
pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman 
Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya 
menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan 
bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sumber 
: http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz. 

http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz
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 Jumlah kekuatan politik atau organisasi peserta pemilihan umum 
dibatasi. Peserta yang boleh mengikuti pemilihan umum hanhyalah partai 
politik dan organisasi karya yang memiliki wakil di DPR-GR. Pasda saat itu 
yang dapat menjadi peserta pemilihan umum adalah : NU, Parmusi, PSII, 
Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, MURBA dan Golongan Karya. 
Selain itu, pada era Orde Baru juga dilakukan pengangkatan anggota ABRI 
dan Non ABRI di MPR, DPR, DPRD. Baca : Fiska Friyanti. 2005.  
Pelaksanaan Pemilu Dalam Sejarah Nasional Indonesia. Skripsi 
Universitas Negeri Semarang. Hlm : 64. 
50

 Susan Blackburn. Women’s Suffrage and democracy in Indonesia, dalam 
Louise Edwards & Mina Roces (eds). Women’s Suffrage in Asia, Gender, 
Nationalism and Democracy. RoutledgeCurzon. London & New York. 
2004.hlm 93. 
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 Pada tanggal 2 Oktober 1998 Presiden B.J. Habibie menugaskan pada 
Mendagri Syarwan Hamid untuk mengajukan UU tentang Partai Politik 
yang baru ke DPR untuk menggantikan UU 3/1985 tentang Partai Politik 
dan Golongan Karya. Undang-Undang tersebut mempermudah prosedur 
pendirian partai, sistem multi partai di kembangkan, keuangan partai di 
atur lebih rinci, asas partai dibebaskan sepanjang tidak bertentangan 
dengan Pancasila, kewenangan presiden untuk membubarkan dan 
membekukan partai dihilangkan dan partai dapat didirikan sampai ke 
tingkat desa/kelurahan. Baca : Soemardjan, Selo. 2000. Menuju Tata 
Indonesia Baru. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm : 323. 
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 Muncul debat antara kedua kubu pendukung dan penolak 
kepemimpinan perempuan yang sama-sama menggunakan Qur’an dan 
Hadist untuk mematahkan argumen lawanya. Situasi ini bagaimanapun 
lebih kental aroma politiknya dibandingkan dengan semata-mata 
kepentingan agama. Lihat dalam ibid hlm 94. Lihat juga Kathryn 
Robinson. Gender, Islam and Democracy in Indonesia. Routledge. London 
& New York. 2009. Hlm 174. 



BAB II                         

29 
 

                                                           
53

 Ibid hlm 98. 
54

 Op cit Mona Lena Krook. Candidate Gender Quotas... hlm 369. 
55

 Ibid hlm 375-6. 
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 Ibid hlm 376-9 
57

 Lihat dalam Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan. Temuan Tim 
Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Komnas 
Perempuan & New Zealand Official Development Assistance. 2006. 
58

 Melani Budianta. The blessed tragedy, The makin of women’s activism 
during the Reformasi years. Dalam Ariel Heryanto (ed). Challenging 
Authoritarianism in Southeast Asia Comparing Indonesia and Malaysia. 
RoutledgeCurzon. London & New York. 2005. Hlm 146 
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59

 Nur Azizah. Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. LP3M UMY. 2014. 
Hlm 71 
60

 Ibid hlm. 72 
61

 Ibid hlm 74. 
62

 Hikmahanto Juwahana. Special Report-Assessing Indonesia’s Human 
Rights Practice in the Post-Soeharto Era: 1998-2003. Singapore Journal of 
International and Comparative Law. Vol. 7, 2003. 
63

 Op cit Nur Azizah hlm 76 
64

 Ibid hlm 77 
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65

 Ibid hlm 81 
66

 Ibid hlm 82. Lebih jauh lagi, Azizah menjelaskan bahwa angka 30% 
dipilih karena merupakan critical mass untuk dapat mempengaruhi 
kebijakan dan agar tidak terjadi dominasi jenis kelamin lebih dari 70%. 
67

 Ibid hlm 83 
68

 Menurut Azizah terdapat beberapa penyebab mengenai gagalnya 
pencantuman kuota perempuan dalam UU Parpol; pertama, sikap DPR 
yang sering berubah, kedua keraguan kemampuan perempuan, ketiga isu 
perempuan dipandang bukan sebagai isu yang penting, empat, masalah 
teknis advokasi, dan lima, sedikitnya jumlah perempuan yang turut 
mendorongnya pada saat itu. Lebih jauh lagi, Azizah juga menganalisa 
bahwa terdapat beberapa argumen yang diajukan oleh pihak yang kontra 
dengan kuota perempuan; pertama anggapan bahwa titik utama sistem 
demokrasi adalah pada prosedur dan bukan pada hasil. Kedua, bahwa 
tindakan kuota tersebut adalah merupakan suatu diskriminasi, ketiga, 
kuota perempuan mengalihkan kepentingan politik lain yang lebih 
penting. Apabila dilihat dari pola penolakan yang disampaikan oleh Azizah 
maka nampak dimana argumen penolakan tersebut juga menunjukan 
pengetahuan anggota DPR yang tidak memadai mengenai kepentingan 
perempuan dan struktur marginalisasi perempuan. Dalam Ibid hlm 109-
112. Seharusnya, bunyi pasal dalam ketentuan gender dalam UU Partai 
Politik 2002 berbunyi “Yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan 
jender adalah upaya penigkatan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 
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persen dalam kepengurusan Parpol sampai di tingkat Kabupaten/Kota”, 
hanya saja rumusan tersebut kemudian diganti (ibid hlm 95). 
69

 Ibid hlm 121 
70

 Ibid hlm 122 
71

 Ibid hlm 123 
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 Ramlan Subakti mengatakan: 
Setidak-tidaknya keempat UU Pemilu itu tak mampu menjamin 
kepastian hukum walaupun dengan derajat berbeda. UU yang 
paling buruk dari segi kepastian hukum adalah UU No 10 Tahun 
2008, disusul UU No 2 Tahun 1999. Jika demikian, mengapa 
pemilu tetap dapat diselenggarakan walaupun dengan derajat 
kualitas berbeda? Salah satu faktor pendukungnya adalah KPU 
yang mampu ”memperbaiki” kelemahan dalam kepastian hukum 
ini. 
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Dikutip dari : 
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/11050091/Persetujuan.at
as.Aturan.KPU?page=all  

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/11050091/Persetujuan.atas.Aturan.KPU?page=all
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/11050091/Persetujuan.atas.Aturan.KPU?page=all
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 Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung. Tanpa 
tahun. Hlm 117 
74

 Donny Danardono. Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, 
Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme., lihat juga Sulistyowati 
Irianto. Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum : Sebuah 
Pengalaman Perempuan dalam Sulistyowati Irianto (ed).  Perempuan & 
Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. YOI. 
Jakarta. 2006. 
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75

 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari. Meningkatkan 
Keterwakilan Perempuan, Penguatan Kebijakan Afirmasi. Kemitraan bagi 
Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta. 2011. Hlm 9-10. 
76

 Francisia Sse Seda. Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dan Pemilihan 
di Indonesia dalam IDEA. Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, 
Seri Buku Panduan. Stockholm. 2002. Hlm 95-7. 
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 Pasal 24 ayat (2) Keputusan KPU 638/2003 
78

 Pasal 29 ayat (4) Keputusan KPU 638/2003 
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79

 Wahidah Zein Br. Siregar. Parliamentary Representation of Women in 
Indonesia: The Struggle for a Quota. Asian Journal of Women’s Studies, 
11:3. 2005. Hlm 56-8. 
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 Nur Asikin Thalib. Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, Vil. 1 No. 2 Desember 2014. Hlm 240. 
81

 Op Cit. Ramlan Subakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari... hlm 19-20 
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 https://news.detik.com/berita/837842/inilah-7-anggota-kpu-2007-
2012 diakses pada 5 Februari 2018. 

https://news.detik.com/berita/837842/inilah-7-anggota-kpu-2007-2012
https://news.detik.com/berita/837842/inilah-7-anggota-kpu-2007-2012
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 Pasal 6 ayat  (5) UU22/2007. 
84

 Pasal 43 ayat (2) UU 22/2007 
85

 Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan utama yang 
menjadi dasar kewenangan dari DPR. Dalam Pasal 20A dapat dilihat jika 
DPR memiliki tugas dan fungsi yang cukup signifikan dalam kehidupan 
bernegara. Dengan kewenangan besar yang dimiliki oleh DPR tersebut, 
maka DPR adalah salah satu lembaga negara yang cukup strategis dalam 
penentuan kebijakan skala nasional. 
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 Lihat konsideran huruf d UU 2/2008 tentang Partai Politik. Dalam 
konsideran tersebut dapat dipahami dengan jelas jika sendi kehidupan 
demokrasi di Indonesia haruslah memiliki suatu wadah yang berfungsi 
untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Wadah 
yang dapat menampung hal tersebut secara konstitusional adalah lewat 
Partai Politik. Salah satu yang menjadi fokus ialah menjunjung tinggi 
kebebasan dalam kehidupan demokrasi. Namun kebebasan disini 
bukanlah kebebasan dalam artian tak terbatas, justru kebebasan disini 
haruslah dipahami sebagai kebebasan yang bertanggungjawab serta tidak 
menciderai hak-hak orang lain. 
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 Pasal 2 UU 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah oleh UU 
2/2011 tentang Perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik 
mewajibkan kepada Partai Politik untuk melibatkan perempuan dalam 
kepengurusan dan keanggotaan. Pasal 2 Ayat (1) berbunyi : “Pendirian 
dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
menyertakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Lalu 
Pasal 2 Ayat (5) berbunyi : “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun dengan menyertakan 
paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 
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 Paradoks Affirmative action ini menjadi bahan yang menarik untuk 
diperbincangkan. Ada yang berpendapat dalam rangka menyetarakan 
kedudukan perempuan dalam kehidupan politik agar ia dapat tampil 
sebagai wakil rakyat yang turut memperjuangkan aspirasi rakyat, dapat 
ditempuh melalui mekanisme Affirmative action. Sedangkan ada pula 
pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Affirmative action 
justru semakin menimbulkan  ketidaksetaraan terhadap kaum 
perempuan. Pendapat ini didasarkan pada argumen untuk apa ada 
pembatasan dalam bentuk kuota kepada kaum perempuan yang justru 
akan membuat perempuan semakin terbatas ruang geraknya dan 
cenderung hanya akan digunakan sebagai bentuk formalitas semata. 
89

 Affirmative action dimulai sebagai koreksi dari pemerintahan dan 
ketidakadilan yang lampau terhadap sekelompok orang. Kelompok ini 
biasanya dibedakan berdasarkan ras, gender atau budaya. Lihat : Safitri, 
Affirmative action 30 Persen Kuota Caleg Perempuan : Sebuah 
Semboyan?, Jurnal Psikologi Vol. 5 No.1, Juni 2007. 
90

 Pasal ini kemudian diubah dalam UU 2/2011 tentang Perubahan atas 
UU 2/2008, dimana dalam ketentuan di UU 2/2011 disisipkan satu pasal 
yaitu Pasal (1a) yang berbunyi : “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis 
sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 
30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” 
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 Pengaturan pasal-pasal yang ada dalam UU Parpol, diakui atau tidak, 
masih jauh dari semangat penyetaraan. Setidaknya ada beberapa hal 
yang dapat menjadi indikator : Pertama, perempuan hanya diletakkan 
dalam posisi yang tidak strategis. Hal tersebut sebagaimana tercermin 
dalam Pasal 2 Ayat (2) yang pelibatan perempuan hanya dalam pendirian 
dan pembentukan. Kedua, Pasal 2 Ayat (5) UU Parpol semakin 
menegasikan posisi perempuan, yaitu perempuan hanya diletakkan pada 
kepengurusan tingkat pusat, itupun dengan kuota yang hanya sebesar 
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30%. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan kepengurusan partai politik 
ditingkat daerah juga melibatkan perempuan. Ketiga, Pasal 29 Ayat (1a) 
UU 2/2011 yang menyatakan mengenai rekrutmen partai politik yang 
hanya mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. 
Tentu saja ketentuan-ketentuan tersebut sangatlah jauh dari kesetaraan 
kedudukan antara laki-lai dan perempuan. 
92

 Lihat http://chrishandrix.wordpress.com/2009/06/09/12/  

http://chrishandrix.wordpress.com/2009/06/09/12/
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 Pasal 51 UU 10/2008 menyebutkan : 
(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon 

anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan 
mekanisme internal partai politik. 

Jika dilihat lebih lanjut, maka ketentuan ayat (2) tersebut sangatlah 
rentan terhadap hegemoni satu pihak saja. Meskipun bahasa yang 
digunakan adalah “dilakukan secara demokratis dan terbuka” namun hal 
tersebut bukanlah suatu solusi yang menjawab permasalahan. Konstruksi 
demikian, yang tidak menyebutkan secara eksplisit peran serta 
perempuan justru akan melanggengkan hegemoni patriarki. Ini menjadi 
salah satu catatan penting kepada pembentuk Undang-Undang untuk 
lebih aspiratif dalam hal menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan 
perempuan. 
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 Problematika yang muncul dalam konteks ini adalah mengenai angka 
30%. Apakah angka 30% tersebut adalah angka yang proporsional untuk 
mewujudkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan?. 
Semangat afirmasi, hakekatnya bukanlah semata-mata berbicara soal 
kuantitas saja. Namun lebih dari itu, afirmasi haruslah dimaknasi sebagai 
suatu wujud alat yang dapat menyetarakan kedudukan yang kemudian 
diimplementasikan secara riil ke dalam Undang-Undang. Jika pemaknaan 
afirmasi hanya sebatas menjalankan perintah Undang-Undang tanpa 
menengok kembali kepada hakekat afirmasi itu sendiri, maka yang terjadi 
hannyalah soal kuantitas dan nir kualitas. Munculnya angka 30% sendiri 
masih menjadi perdebatan yang alot dan meskipun demikian, namun 
tetap saja hal tersebut sudah terlanjur diadposi dalam Undang-Undang. 
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 Pasal 55 Ayat (2) UU 10/2008 berbunyi : (2) Di dalam daftar bakal calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon 
terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. 
Ketentuan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok permohonan 
yang diajukan pemohon untuk dilakukan uji materi. 
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 Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 ini mendalilkan 
kerugian sebagaimana dimaksud, menurut pemohon karena perempuan 
lebih mendapat prioritas dan berpeluang lebih besar untuk terpilih 
menjadi anggota legislatif dibanding laki-laki. Menurutnya, Pasal 55 Ayat 
(2) bertentangan dengan semangat reformasi dan pemohon merasa 
terdiskriminasi serta berpotensi menghalangi terpilihnya pemohon 
menjadi anggota legislatif. Vide : Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 
tentang kedudukan pemohon I (legal standing) angka 4 dan 5. 
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 Vide : Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian pokok 
permohonan Pemohon I nomor 5, 6, 7, 8 dan 9. 
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 Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 menyatakan diskriminasi adalah 
setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang Iangsung ataupun 
tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, 
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis 
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, 
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau 
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan 
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 
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 Vide keterangan tertulis DPR RI dalam Perkara Nomor 24/PUU-VI/2008 
angka 3. 
100

 Kombinasi ini merupakan sebuah upaya meningkatkan adanya 
kedaulatan rakyat atau pemilih selain kedaulatan partai politik dalam 
menentukan para calon anggota legislatif. Ketentuan tersebut secara 
teoritis tidak bertentangan, bahkan menjadi varian baru dalam Pemilu 
sistem proporsional. Secara teoritis, sistem proporsional 
terbagi atas beberapa varian yaitu sistem daftar (list system), sistem 
campuran (mixed member proportional), dan sistem single transferable 
vote. Selain itu terdapat sistem semi proporsional yang menggabung 
dengan sistem pluiralitasmayoritas (distrik). Oleh karena itu, penggunaan 
sistem proporsional terbuka (open list system) merupakan kemajuan yang 
pesat karena pemilih diberikan pilihan nama calon wakil mereka yang 
akan duduk dalam lembaga perwakilan. Angka 30% (tiga puluh 
perseratus) merupakan angka yang bisa dijadikan ukuran bagi legitimasi 
seseorang wakil, meskipun sangat mungkin seseorang memperoleh 100% 
(seratus perseratus) dari BPP 
seperti yang terjadi pada pemilu 2004. Pilihan terhadap penggunaan 
sistem proporsional terbuka berdasarkan pertimbangan bahwa bagi 
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negara kesatuan dan plural, maka sistem proporsional lebih kompatibel 
karena mengakui juga suara minoritas. Disadari bahwa tidak ada sistem 
pemilu yang paling benar atau paling baik. Yang ada adalah sistem pemilu 
yang paling kompatibel dengan situasi dan kondisi negara yang 
bersangkutan. Vide : Keterangan tertulis DPR RI Perkara Nomor 24/PUU-
VI/2008 angka 4. 
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 CEDAW menegaskan negara wajib melakukan tindakan afirmasi, 
termasuk perlakuan khusus sementara sebagai instrumen untuk 
mengatasi persoalan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang pada 
intinya mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi 
yang terjadi saat ini atau pada masa lalu dengan mengambil langkah 
khusus. 
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 Dinamika yang terjadi terkait dengan kebijakan afirmasi ini memamng 
tidak terhindarkan. Setidaknya, hal tersebut dikarenakan terdapat 
perkembangan sejarah, persoalan kultural, ekonomi, sosial, politik dsb. 
Meskipun demikian, afirmasi dipandang sebagai upaya yang cukup tepat 
dalam mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. 
Vide : Pertimbangan Mahkamah hlm 97. 
103

 Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis” Berkaitan dengan kebijakan 
afirmasi, hal ini juga selaran dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 
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 Mahkamah selanjutmya mengatakan jika penetapan calon terpilih 
didasarkan pada nomor urut adalah suatu hal yang bertentangan dengan 
kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi terabaikan manakala dari 
pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif jika 
terdapat dua orang calon yang mendapatkan suara banyak dikalahkan 
hanya oleh caalon yang mendapat suara kecil, hanya karena yang 
mendapat suara kecil tersebut nomor urutnya lebih kecil. Vide : 
Pertimbangan Mahkamah pada halaman 105. 
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 Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi dalam hukum adalah 
masih terjerembabnya paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak 
dinamis dan sudah tidak lagi fungsional. Hukum hanya dipandang sebagai 
teks-teks mati yang tidak memiliki sifat yang dinamis. Padahal cara 
pandang dan kehidupan manusia tidak dapat disamakan dengan teks-teks 
mati semata, karena kehidupan manusia bersifat dinamis. Terkait hal ini 
lebih lanjut dapat dilihat dalam Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum 
Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), 
Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix. 
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 Pasal 10 PKPU 18/2008 berbunyi “Jumlah bakal calon anggota DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan 
perempuan, dengan ketentuan apabila hasil perhitungan terdapat 
bilangan pecahan ½ (setengah) atau lebih dibulatkan ke atas dan apabila 
kurang dari ½ (setengah) dihapus”. 
107

 Pasal 12 Ayat (2) PKPU 18/2008 berbunyi “Di dalam daftar bakal calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal 
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calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal 
calon”. 
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 Affirmative action dapat dipahami sebagai konpensasi negara 
terhadap perempuan yang selama ini termajinalkan. Affirmative Actio61n 
sendiri berlaku pada era reformasi. Sebenarnya bentuk tindakan afirmasi 
ini diantaranya adalah, pertama mengharuskan pada semua partai 
dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, hal tersebut sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 65 Ayat (1) UU 12/2003. Kedua, 
mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing 
partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap dapil untuk 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. 
Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% 
keterwakilan perempuan. 
109

 Pasal 27 Huruf D PKPU 18/2008 
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 Pasal 27 Huruf E PKPU 18/2008 
111

 Nur Asikin Thalib. Hak Politik perempuan Pasca Putusan Mahkamah 
konstitusi. Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 2 Desember 2014.hlm 247. Lebih 
jauh lagi menurut Nur Asikin Thalib, putusan tersebut juga 
“mengerdilkan” partai politik karena penggunaan suara terbanyak berarti 
tidak mengindahkan proses kaderisasi dalam internal partai karena 
membuka kemungkinan bahwa pertarungan yang terjadi adalah calon 
dengan akses sumber daya yang paling banyak lah yang akan 
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diuntungkan, sementara mereka yang membangun dan membesarkan 
partai akan kalah bersaing dengan mereka yang memiliki akses kapital 
yang besar.  
112

 Komnas Perempuan. Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi 
Manusia Dalam Mengkaji Laporan Negara Indonesia Terhadap 
Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 
2005-2012.   
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 Novi Rusnarty Usu. Affirmative action in Indonesia: The Gender Quota 
System in the 2004 and 2009 Elections. Flinders Asia Centre Occasional 
Paper 1 March, 2010. Hlm 15-6. 
114

 Op Cit Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari... hlm 33-4. 
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 Ibid hlm 35-6. 
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 Chusnul Mar’iyah. Gender Participation and Political Parties in 
Indonesia Post-Authoritarian Regime. Journal of New Government 
Paradigm, Vol. 2, 2015. Hlm 24.  
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 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 hlm 12-3, 32 
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 Ibid hlm 105-6, 117, 123-5. 
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 Pasal 30 ayat (3) PKPU 7/2013, Pasal 35 ayat (2) PKPU 7/2013. 
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 https://nasional.sindonews.com/read/736767/12/pkpu-nomor-7-
tahun-2013-dinilai-dzhalim-1365607504  

https://nasional.sindonews.com/read/736767/12/pkpu-nomor-7-tahun-2013-dinilai-dzhalim-1365607504
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 Anita Dhewy. Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General 
Election. Dalam Indonesian Feminist Journal Vol. 2, No. 2 August 2014. 
Hlm 147 
122

 Loc cit. 
123

 Ella Syafputri. Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi 
Indonesia dan Korea Selatan. Indonesian Journal of International Studies 
(IJIS), Vol. 1, No. 2 Desember 2014. 
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 Pasal 46 ayat (2) UU 12/2003. 
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 Pasal 107 ayat (2) UU 12/2003. 
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 Sejauh ini, anggaran yang dialokasikan untuk melakukan tugas 
penguatan kelembagaan demokrasi masih terhitung minim, terutama 
pada tahun-tahun pasca-pemilu yang sejak tahun 2008 hanya mencakup 
sekitar 2,04%-8,51% saja. Keterbatasan anggaran tersebut membuat KPU 
kurang maksimal dalam hal melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, 
penyampaian data, dan pemutakhiran data.  
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 Pasal 252 ayat (6), Pasal 257 ayat (2) UU 7/2017. 
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 https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764828/soal-
keterwakilan-perempuan-30-kpu-kita-pertahankan-sikap-progresif-tidak-
melangkah-mundur  

https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764828/soal-keterwakilan-perempuan-30-kpu-kita-pertahankan-sikap-progresif-tidak-melangkah-mundur
https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764828/soal-keterwakilan-perempuan-30-kpu-kita-pertahankan-sikap-progresif-tidak-melangkah-mundur
https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764828/soal-keterwakilan-perempuan-30-kpu-kita-pertahankan-sikap-progresif-tidak-melangkah-mundur


BAB VII                         

115 
 



116 
 



117 
 



118
 



119 
 



120 
 



121
 



122 
 



 
 




